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HALAMAN MOTTO 

 

“Kepastian hukum tidak lahir dari teks semata, melainkan dari konsistensi 

implementasinya.” 

“Law in the books must find its meaning in law in action-Hukum yang tertulis 
dalam peraturan harus menemukan maknanya dalam pelaksanaan di kehidupan 

nyata.”  
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ABSTRAK 

 

KHUSNANDA FAZRIL MU’ARIF, Dosen Pembimbing Muhammad Fajar Sidiq 
Widodo, S.H., M.H. dan Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. Implementasi Pasal 84 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Terkait 
Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Cerai Kepada Pegawai Pencatat 
Nikah (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) 

Kata kunci: implementasi hukum, panitera, putusan perceraian, Pegawai Pencatat 
Nikah, Peradilan Agama 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban panitera dalam 
mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pelaksanaan 
ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data yang 
digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 
panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta data sekunder berupa peraturan 
perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara 
kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban panitera dalam 
mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah belum 
dilaksanakan secara optimal. Dalam praktiknya, pengadilan tidak lagi melakukan 
pengiriman salinan putusan secara langsung, melainkan hanya menyediakan akses 
melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat dimanfaatkan 
oleh para pihak secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran 
mekanisme dari sistem pengiriman aktif oleh pengadilan menjadi sistem akses pasif 
oleh para pihak. 

Implikasi hukum dari tidak optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut berdampak 
pada terganggunya tertib administrasi pencatatan perceraian, karena Pegawai 
Pencatat Nikah tidak memperoleh salinan putusan secara langsung sebagai dasar 
pencatatan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antara putusan 
pengadilan dengan administrasi pencatatan perkawinan, serta dapat menyebabkan 
keterlambatan pencatatan dan ketidakpastian status hukum para pihak. Dengan 
demikian, meskipun Pasal 84 ayat (1) masih berlaku secara yuridis, 
implementasinya belum berjalan efektif dalam praktik. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: implementation of law, clerk, divorce decision, Marriage Registrar, 
Religious Court 

This study aims to analyze the implementation of the court clerk's obligation to send 
a copy of the divorce decree to the Marriage Registrar, as stipulated in Article 84 
paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, and to 
determine the legal implications of the implementation of this provision at the 
Kediri Regency Religious Court. This study uses an empirical research method with 
a socio-legal approach. The data used consists of primary data obtained through 
interviews with the clerk of the Kediri Regency Religious Court, as well as 
secondary data in the form of relevant laws and regulations and legal literature. Data 
collection techniques were conducted through interviews and documentation, then 
analyzed qualitatively. 

The results of the study indicate that the implementation of the court clerk's 
obligation to send a copy of the divorce decree to the Marriage Registrar has not 
been optimal. In practice, the court no longer sends copies of the decree directly, 
but instead provides access through the Case Tracking Information System (SIPP), 
which can be used independently by the parties. This condition indicates a shift in 
the mechanism from an active delivery system by the court to a passive access 
system by the parties. 

The legal implications of the suboptimal implementation of these provisions have 
an impact on disrupting the orderly administration of divorce registration, because 
Marriage Registrars do not receive a direct copy of the decision as a basis for 
registration. This has the potential to cause data desynchronization between court 
decisions and the administration of marriage registration, and can cause delays in 
registration and uncertainty about the legal status of the parties. Thus, although 
Article 84 paragraph (1) is still legally valid, its implementation has not been 
effective in practice. 
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PEDOMAN TRANLITERASI 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar 

uraiannya adalah sebagai berikut :  

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ـَ  Fathah A a 

ـِ  Kasrah I i 

ـُ  Dammah U u 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif / ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ.. 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ.. 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ.. 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

4. Contoh: 

الِ
َ
ف

ْ
ط

َ
 الأ

ُ
ة

َ
ض

ْ
 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤ

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ - زَّ
َ
 nazzala   ن

- ُّ
 al-birr  البِِ
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Muhammad SAW 

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam 
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akademik kepada penulis; 
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seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini; 

7. Keluarga, khususnya kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan 

doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi; 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari 

segi kedalaman analisis maupun ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, penulis 

terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan 
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Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi, baik 
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